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Abstract

Moore developed the strategic triangle to aid public managers in designing policies that align with
public needs. The strategic triangle is a way for governments to create policies based on the values
desired by citizens. This strategy includes three important elements, including public value
outcomes, authorizing environment and operational capacity. Nonetheless, certain experts deem
this concept to have critical limitations that require conceptual resolution. Regrettably, none of their
criticisms provide a solution towards the concept's improvement. Using qualitative research with
an ethnographic approach, this study aims to construct and critique a new model of the strategic
triangle concept, utilizing the local wisdom of the bau lolon ritual as an alternative solution. The
central focus of this research examines the relevance of moral values within the bau lolon ritual as
a possible alternative means of mitigating the weaknesses of the strategic triangle concept. Bau lolon
ritual is usually performed by the Lamaholot people who inhabit the eastern part of the island of
Flores in the province of East Nusa Tenggara, Indonesia.The findings indicate that the
implementation of bau lolon rituals can surpass the constraints of the previous model by
incorporating principles of fairness, integrity, and camaraderie in the decision-making process.
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Pendahuluan

Konsep the strategic triangle mendapat perhatian yang cukup luas sejak Moore
mempublikasikan buku berjudul Creating Public Value. Buku tersebut ditujukan bagi para
manajer publik untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis pada
kepentingan publik (Bojang, 2021). Sementara konsep nilai publik tengah menjadi fokus
penelitian para ahli dalam sepuluh tahun terakhir (Esposito & Ricci, 2015s; Abdul Sami, et al.,
2018). Nilai publik dapat diidentifikasi sebagai salah satu dasar dari teori tentang peran dan
fungsi governance (Ventriss et al., 2019; Bozeman, 2019). Para ahli sepakat bahwa nilai publik
menghadirkan perspektif yang jauh berbeda tentang ukuran antara input dan out put program
publik yang jarang dibicarakan dalam paradigma old public administration dan new public
management (Bojang, 2021). Dalam negara demokrasi konsep nilai publik bersinggungan
dengan upaya mencegah terjadinya polarisasi politik, menumbuhkan rasa percaya warga
negara pada institusi pemerintah serta meningkatkan dukungan masyarakat pada kebijakan
pemerintah (Ventriss et al., 2019). Untuk mencapai beberapa hal tersebut nilai publik
memberikan perspektif yang cukup penting tentang perlunya mempertimbangkan nilai apa
yang perlu diletakkan dalam kebijakan publik (Nabatchi, 2018).

Dalam beberapa dekade terakhir penelitian atas topik ini terus mengalami pertumbuhan
yang sangat signifikan (Bozeman, 2019; Bojang, 2021). Tercatat sejak tahun 1995 hingga 2018
terdapat 471 artikel nilai publik dipublikasikan di jurnal terindeks scopus. Terbanyak datang
dari USA dengan 122 paper dikuti UK 62 paper, Australia 50 paper, Netherland 45 paper serta
beberapa negara di Eropa, Asia dengan jumlah artikel di bawah 25 paper (Abdul Sami, et al.,
2018). Rika Wulandari (2020) menemukan jumlah penelitian tentang nilai publik sejak tahun
2002 hingga 2020 sebanyak 272 artikel. Jika diperhatikan berdasarkan data persebaran




JESS e-ISSN: 2550-0147 2

publikasi artikel, perkembangan studi tentang nilai publik masih didominasi negara-negara
maju ketimbang negara berkembang.

The strategic triangle dapat menjadi cara bagi para manajer publik dan para pejabat elektoral
menemukan apa yang bernilai dan bermanfaat bagi warga negara (Bojang, 2022). Model
segitiga ini diyakini menawarkan strategi alternatif bagi manajer publik dan manajer bisnis
dalam menciptakan nilai publik berbasis kepentingan publik atau konsumen serta memberikan
sumbangan pada pengembangan teori dan praktek managemen publik (Bryson et al., 2017).
The strategic triangle terdiri dari public value, operational capacity and the authorizing environment
(Bryson et al., 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan pengunaan tiga simpul dari the
strategic triangle secara seimbang dapat memudahkan para manajer publik untuk menciptakan
nilai publik (Alford, 2017; Hoglund et al., 2021).

Akan tetapi, tidak sedikit dari para ahli yang memberikan tanggapan kritis atas konsep the
strategic triangle. Menurut Rhodes dan Wanna, Moore tidak menjelaskan sejauhmana pengaruh
kepentingan pribadi birokrat dalam menciptakan nilai publik. Kritik ini muncul sebagai
tanggapan atas pernyataan Moore tentang peran manajer publik sebagai penjaga kepentingan
publik yang platonis. Kekhawatiran Rhodes dan Wanna diakui Bojang. Menurutnya sebagai
pelayan publik birokrat memiliki pontensi mengiring opini masyarakat sesuai keinginan
birokrat (Rhodes & Wanna, 2007; Bojang, 2021). Sementara sebagian ahli menilai Moore
sangat idealistik dan melupakan pertikaian kepentingan dalam menciptakan nilai publik
(Jacobs, 2014). Lebih jauh menurut Dahl dan Soss (2014) konsep the strategic triangle tidak
mengambarkan arah demokrasi. Moore justru lebih menjelaskan sistem kerja yang lebih
bersifat teknokratik karena dominasi peran manajer publik dalam menciptakan nilai publik
(Bojang, 2022). Meskipun para para ahli telah memberikan kritik terhadap konsep the strategic
triangle, peneliti berpendapat penelitian sebelumnya hanya melaporkan kelemahan dari Moore
namun tidak memberikan solusi atas kekhawatiran tersebut. Oleh karena itu, studi ini
dilakukan untuk menghadirkan ulasan deskriptif tentang tradisi bau lolon masyarakat
Lamaholot sebagai alternatif baru untuk mengisi kekuarangan model the strategic triangle dari
perspektif kearifan lokal. Lamaholot merupakan salah satu suku yang mendiami bagian timur
pulau Flores yang meliputi Larantuka, pulau Adonara, pulau Solor dan pulau Lembata
(Kleden, 2009). Keempat wilayah tersebut secara administratif berada dalam wilayah provinsi
Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Adapun aspek yang mau dikaji dalam penelitian ini adalah
eksistensi nilai moral dalam tradisi bau lolon yang dapat dipakai sebagai strategi pencegahan
praktek menyimpang dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pembuat
kebijakan, sekaligus memberikan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah atas nilai publik
yang diputuskan dalam kebijakan.

Studi tentang kearifan lokal menjadi penting saat ini di tengah gempuran kritik terhadap
lemahnya western public administration menjawab kebutuhan masyarakat yang partikular
(Jumiati & Saputra, 2018, Ethelbert, et al., 2022). Realitas ini dapat dipahami dengan
menengok beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia. Misalnya di
Madura temuan Khoirul Rosyadi dkk (2023) menunjukkan gagalnya implementasi kebijakan
perkebunan tebu disinyalir diakibatkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan petani tebu pada
pengelolah perkebunan. Sementara Di Nusa Tenggara Timur temuan Karno B. Batiran dkk
(2023) atas kasus konflik perebutan lahan pertanian antara masyarakat adat dan pemerintah
merupakan dampak dari minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan
pengelolahan Taman Nasional Kelimutu. Deretan fakta yang ditampilkan memperkuat
keraguan publik dihadapan kebijakan pemerintah. Atas dasar ini maka konstruksi kebijakan
sejatinya harus bisa menjelaskan nilai apa yang diinginkan publik dari sebuah keputusan.
Problematika ini sekaligus mengafirmasi fungsi kearifan lokal dalam diskursus pengembangan
konsep atau teori baru (Munandar et al., 2018; Alfian, et al.,2023).

Berangkat dari latar belakang di atas, studi ini bertujuan untuk mengkritisi keterbatasan
konsep the strategic triangle Moore. Selanjutnya artikel ini akan mendiskusikan keterbatasan
konsep tersebut yang dielaborasi dengan beberapa pemikiran para ahli sebelumnya. Bagian
terakhir dari tulisan ini akan menampilkan rekonstruksi model baru konsep the strategic triangle
dari perspektif ritual bau lolon.

(Rekonstruksi Model the Strategic Triangle: Perspektif Tradisi Bau Lolon)
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Kajian Kepustakaan
The Strategic Triagle

Pada pertengahan tahun 1990-an terdapat beberapa upaya pendekatan dalam memahami
ide tentang nilai publik. Smith dan Huntsman (1997) misalnya memunculkan value centered
model of government. Sementara Moore (Hoglund et al., 2021) dengan model the strategic triangle.
Dalam diskusi yang lebih luas, model the strategic triangle mendapat perhatian yang lebih
istimewa dari para ahli. Menurut Moore strategi organisasi harus memenuhi tiga hal mendasar
antara lain mendapatkan legitimasi politik secara berkelanjutan, bertujuan menciptakan nilai
publik serta dapat dikerjakan (Bojang, 2021). Untuk itu the strategic triangle’ Moore bertujuan
mengembangkan sebuah kerangka berpikir tentang strategi manajemen yang dapat membantu
manajer publik menciptakan nilai publik. Point penting dari the strategic triangle adalah
mengidentifikasi apa yang diharapkan oleh warga negara dari aktifitas pemerintah (Cwiklicki,
2016).

Ada beberapa keuntungan mengunakan model ini. Pertama, model ini tidak saja
menghadirkan ulasan teori tetapi juga memberikan kerangka strategi dalam pengambilan
keputusan pada sektor publik. Kedua, mendukung penguatan proses demokrasi yang
berkeadilan (Bryson et al., 2017). Ketiga, memenuhi aspirasi kolektif warga negara melalui
proses politik (Moore, 2014). Keempat, the strategic triangle dapat digunakan untuk memahami
dan menilai strategi manajemen organisasi tentang nilai publik (Hoglund et al., 2021).
Meskipun dinilai memiliki beberapa keuntungan, konsep the strategic triangle’ Moore tidak lepas
dari kritik. Sebagian ahli menilai Moore sangat idealistik dan melupakan pertikaian
kepentingan dalam menciptakan nilai publik (Jacobs, 2014). Sementara menurut Dahl dan Soss
(2014) konsep the strategic triangle tidak mengambarkan arah demokrasi tetapi lebih menjelaskan
sistem kerja yang bersifat teknokratik karena dominasi peran manajer publik dalam
menciptakan nilai publik.

Terdapat tiga komponen utama dari the strategic triangle antara lain 1) public value yaitu
apakah nilai yang dihasilkan oleh organisasi memiliki nilai kebermanfaatan bagi warga negara
seperti nilai ekonomi, sosial budaya dan politik. 2) operational capacity yaitu bagaimana sebuah
organisasi mencapai tujuan yang diinginkan, sistem apa yang digunakan, kekuatan sumber
daya yang dimiliki dalam mencapai sasaran. 3) the authorizing environment yaitu bagaimana
usaha organisasi mencapai harapan yang diinginkan oleh semua pihak terutama dukungan
politik atas kebijakan yang dihasilkan (Bojang, 2022).

Tantangan terbesar dari model the strategic triangle yakni setiap komponen dalam the strategic
triangle harus saling mendukung dan selaras. Untuk itu, organisasi publik harus memastikan
nilai publik yang diproduksi adalah nilai yang diyakini bersama oleh semua aktor dapat
dijalankan secara berkelanjutan serta mendapatkan dukungan dan legitimasi secara politik
(Hoglund et al., 2021). Para aktor yang terlibat dalam menciptakan nilai publik beragam antara
lain individu, kelompok masyarakat organisasi non government, pemerintah dan berbagai aktor
lain (Kumotoromo Wahyudi, 2021). Keterlibatan para aktor diharapkan dapat mewakili apa
yang diinginkan oleh warga. Keterlibatan aktor dapat membantu manajer publik mempelajari
peran mereka dalam mengartikan nilai publik, bagaimana nilai publik diciptakan serta
bagaimana menciptakan strategi implementasi yang efektif (Bryson et al., 2017).

Ritual Bau Lolon

Bau lolon merupakan ritual penting dalam tradisi Lamaholot. Mereka umumnya meyakini
jika ritual bau lolon merupakan berkat yang diberikan oleh Wujud Tertinggi dan diteruskan
hingga sekarang. Ritus ini juga dilihat sebagai sebuah bentuk sumpah dihadapan Lera Wulan-
Tana Ekan yang tidak boleh dikhianati. Menurut tokoh masyarakat setempat, bau lolon
merupakan pusat seluruh upacara adat (Wawancara 25 Mei 2023). Bau lolon memiliki beberapa
nilai keutamaan dasar antara lain keadilan, kejujuran, persaudaran serta relasi harmonis antara
sesama dan Lera Wulan Tana Ekan. Term bau lolon terdiri dari dua kata dasar yaitu Bau dan
Lolon. Orang Lamaholot biasanya menyebut kata bau untuk menunjukkan aktifitas
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menumpahkan atau menuangkan sesuatu. Sementara Jlolon berarti permukaan bagian atas.
Secara harafiah kata bau lolon berarti menumpahkan sebagian permukaan air tuak. Meskipun
tidak sering diungkapkan dalam setiap upacara adat, eksistensi bau lolon lebih sering
diungkapkan lewat aktifitas penumpahan air tuak ke tanah sebagai simbol kerendahan hati
manusia pada Lera Wulan-Tana Ekan. Masyarakat percaya bahwa pusat kekuatan bau lolon ada
pada ketulusan, keiklasan serta kebenaran doa yang diucapkan (Bebe, 2012).

Ritus bau lolon terdiri dari empat komponen utama. Pertama pemimpin mendapatkan
legitimasi berdasarkan garis keturunan serta memiliki fungsi rohani sebagai penghubung antara
yang Ilahi dan yang insani. Relasi bermuatan sakral ini diyakini tidak bisa digantikan oleh
keturunan lainnya. Orang Lamaholot percaya keturunan yang mendapatkan legitimasi religius
memiliki peran yang sangat sentral dalam menjembatani relasi emosional antara manusia dan
Yang Maha Tinggi. Suku-suku yang mendapat keistemawaan ini antara lain ata mua (imam
adat), ata muki (hakim adat) dan ata molan (dukun atau tabib adat). Umumnya masyarakat
setempat menyebut ketiga kelompok tersebut dengan sebutan ata lera wula alapen (mereka yang
memperoleh anugerah istimewa dari Wujud Tertinggi). Ketiga kelompok tersebut mempunyai
perannya masing-masing. Misalnya ata mua bertugas untuk memimpin ritus bau lolon. Ata mua
berfungsi untuk memulihkan kesalahan dosa yang telah dibuat oleh sebuah keluarga yang
dikonstruksikan secara simbolis dalam upacara adat. Ata muki berperan menentukan besaran
tanggungan yang diakibatkan oleh dosa yang diperbuat jika melanggar hukum adat. Sementara
ata molan bertugas memimpin upacara penyembuhan orang sakit. Dia juga berfungsi
menghubungkan komunikasi dengan orang yang telah meninggal yang dikenal dengan istilah
keda’ang-kenere (tangga penghubung) (Bebe, 2012). Ketiga kelompok tersebut wajib mematuhi
serta menjalankan perannya masing-masing. Jika ketiga kelompok tersebut mengambil peran
dari salah satu kelompok maka yang bersangkutan siap mendapat resiko yang harus ditanggung
(Wawancara 4 Juni 2023).

Kedua Air Tuak sebagai simbol persembahan total masyarakat kepada wujud tertinggi.
Dalam tradisi masyarakat Lamaholot Air Tuak adalah air susu ibu yang mengalirkan
kehidupan. Air Tuak selain menjadi simbol penghormatan tertinggi bagi tamu, juga menjadi
penanda karakter sosial karena mengandung nilai persatuan dan persaudaraan. Sebab itu, tidak
jarang minuman ini biasanya selalu disajikan bagi setiap tamu yang datang atau pada setiap
upacara adat. Ketiga ritual penumpahan Air Tuak ke tanah disertai doa. Tindakan ini
menunjukkan salah satu aspek religius orang Lamaholot yang rendah hati dan selalu
bersyukur. Tindakan menumpahkan Air Tuak ke tanah memperlihatkan sisi keadilan akan hak
yang harus diterima oleh bumi-tanah, hak Allah-Ibu yang mendapatkan pemberian dari
manusia. Secara bersamaan tindakan menumpahkan tersebut juga menekankan kewajiban
yang harus dilakukan oleh manusia kepada pemberi kehidupan. Tindakan ini biasanya disertai
dengan ungkapan tana nolo gang nolo nenu (mendahulukan pemberian untuk Wujud Tertinggi)
yang diyakini sebagai ucapan doa yang mengandung nilai sakral yang tinggi. Makna terdalam
dari ungkapan “tanah lebih dulu makan dan minum” merepresentasi ekspresi penghayatan
orang Lamaholot terhadap Wujud Tertinggi sebagai Allah yang menyediakan makanan dan
minuman untuk dinikmati oleh manusia. Keempat bumi-tanah (7ana Ekan) tempat Air Tuak
ditumpahkan adalah simbol yang memberi makna Wujud Tertinggi yang memiliki relasi
dengan Matahari-Bulan (Lera Wulan). Disebut sebagai Wujud Tertinggi karena bumi-tanah
dilihat sebagai pemberi kehidupan bagi orang Lamaholot (Bebe, 2012).

Umumnya orang Lamaholot menggunakan ritus bau lolon dalam beberapa upacara adat
seperti pembangunan rumah adat (koke bale), upacara perkawinan, upacara menghantar arwah
yang sudah meninggal, upacara pendinginan rumah atau dalam kebiasaan masyarakat
dilakukan untuk melacak adanya anggota keluarga yang meninggal secara tidak wajar serta
upacara mula oson (perdamaian darah) untuk mereka yang sedang bertikai agar tidak ada lagi
darah yang keluar akibat perselisihan tersebut. Dalam uapacara-upacara tersebut ada berbagai
keputusan yang dibuat dan disepakati. Ritus bau lolon digunakan untuk mengikat keputusan
tersebut dan mewajibkan setiap orang yang terlibat dan bersumpah melalui doa bau lolon
diminta untuk mematuhi kesepakatan. Apabila dikemudian hari ditemukan ada pihak yang
melanggar maka pihak tersebut akan menanggung resiko kematian (Wawancara 10 Juni 2023).
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Yohanes Kornelius Ethelbert, et all 5

Metode

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi etnografi.
Pendekatan etnografi dipakai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang hadir dalam setiap
kebudayaan, komunitas maupun organisasi lokal (Harwati, 2019) sekaligus mendeskripsikan
pengalaman komunitas adat dalam memaknai ritual bau lolon. Karakteristik responden yang
terlibat dalam studi etnografi terbatas pada kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan
dengan tetap mengikuti prosedur studi etnografi antara lain keterlibatan peneliti dalam praktik
budaya bau lolon serta membangun komunikasi yang intens dengan masyarakat adat. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara mendalam yang
bertujuan untuk menggali berbagai informasi dari narasumber yang tidak dapat diobservasi
sendiri oleh peneliti (Jane R. von Gaudecker, et.al.,, 2019). Wawancara mendalam juga
berguna untuk membantu peneliti memperoleh data yang valid (Harwati, 2019) atas praktek
ritual bau lolon hingga saat ini. Selain wawancara mendalam, data penelitian diperoleh melalui
studi pustaka terhadap jurnal maupun buku yang terkait dengan topik penelitian.

Penelitian ini dilakukan di tiga desa yaitu desa Sandosi, Pledo dan Ba. Ketiga desa tersebut
secara administratif berada di kecamatan Witithama Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini
dilakukan selama 6 bulan. Terhitung sejak bulan April sampai September 2023 tim melakukan
wawancara mendalam yang dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD). Jumlah
informan yang terlibat dalam FGD berjumlah 10 orang yang merupakan kelompok masyarakat
yang mengetahui secara detail konsep dan praktik ritual bau lolon seperti akademisi/antropolog,
tokoh adat, tokoh masyarakat, para kepala desa, masyarakat adat serta 5 aparatur sipil negara
orang asli suku Lamaholot di kecamatan Witihama. Untuk mendapatkan informasi tentang
ritual bau lolon tim secara langsung terlibat dalam ritual tersebut.

Data yang diperoleh dianalisis dengan mengunakan enam langkah dari Cohen (Cohen, et
al., 2000; Gaudecker, et al., 2019). Akan tetapi untuk kebutuhan penelitian, peneliti hanya
mengunakan tiga langkah antara lain; data immersion yaitu data transkrip wawancara dibaca
berulang kali untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh atas maksud yang
disampaikan oleh narasumber. Data reduction or data transformation yaitu mengeliminasi data
yang tidak memiliki hubungan dengan kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan untuk
memperoleh data transkrip yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan penelitian. Line
by line coding yaitu membuat pengkodingan data transkrip yang akan digunakan. Pengkodingan
data berfungsi untuk membantu peneliti dalam menyusun data transkrip sesuai tingkat validitas
data yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini akan mendiskusikan tiga pilar utama dari konsep the strategic triangle. Ulasan
ketiga poin di bawah ini dibuat secara khusus dan terpisah guna memahami lebih jauh
kompleksitas serta problematika konsep the strategic triangle yang sudah diulas sebelumnya oleh
beberapa peneliti terdahulu.

Public value

Public value didefinisikan sebagai cara menciptakan nilai publik melalui aktifitas manajer
dan organisasi yang ditujukan untuk menghasilkan dampak sosial yang diinginkan warga
negara (Hartley et al., 2017). Bozeman (2019) mengartikan nilai publik sebagai those values
providing normative consensus about (a) the right, benefits and prerogatives to which citizen should (and
should not) be entitled, (b) the obligations of citizen to society the state and one another; (c) and the
principles on which the governments and policies should be based. Dengan kata lain nilai publik dapat
diindentifikasi sebagai seperangkat nilai normatif tentang hak, manfaat pada mana warga
negara harus dan tidak harus peroleh, kewajiban warga negara kepada negara dan masyarakat
luas serta pengakuan bersama tentang prinsip yang menjadi dasar dari sebuah kebijakan.
Sementara itu, fokus perhatian niai publik berbeda dengan konsep lain seperti public good, public
interest atau public benefit (Sandro Cabral, et al., 2019). Nilai publik tidak hanya berbicara output
sebagaimana yang dibicarakan dalam konsep sebelumnya, tetapi lebih kepada outcomes dari
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kebijakan. Dalam diskursus nilai publik, barang publik yang dihasilkan hanya bisa bernilai
sejauh barang tersebut dirasa bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat (Bojang, 2020). Nilai
publik menyasar pada nilai apa yang dibutuhkan masyarakat dari produk kebijakan
pemerintah. Nilai yang dimaksud adalah nilai yang dapat dirasakan dan menguntungkan
semua pihak (Piotrowski et al., 2018). Nilai tersebut tidak terbatas hanya pada nilai ekonomi
tetapi juga menyentuh aspek emosional warga seperti sosial budaya, demokrasi, politik,
ekologis (Irfan et al., 2019). Pada aspek pelayanan, konsep keadilan, kepuasan, kepercayaan
dan kualitas juga merupakan nilai yang harus diperhitungkan (E. Luna et al., 2019).

Legitimacy and support

Nilai publik yang diproduksi harus mendapat legitimasi dan dukungan dari masyarakat.
Dukungan tersebut dibutuhkan pemerintah untuk memastikan berbagai program yang dibuat
dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dalam pandangan Moore nilai
publik yang dihasilkan oleh organisasi publik sedapat mungkin berdampak pada penguatan
partisipasi masyarakat (Bryson et al., 2017). Untuk itu bagi Meynhardt ketika nilai itu berasal
dari masyarakat maka pelaksanaan kebijakan tidak menemui jalan buntu (Kumotoromo
Wahyudi, 2021) Lebih jauh, karena nilai publik yang diproduksi berdampak luas pada seluruh
elemen masyarakat, maka manajer sektor publik tidak hanya bergantung pada mandat serta
jaminan dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi, tetapi juga harus mendapatkan
pengakuan dari berbagai aktor lain seperti pemangku kepentingan, stakeholders terkait serta
masyarakat luas. Dukungan serta pengakuan berbagai pihak bersinggungan dengan upaya
manajer publik memperluas pengaruhnya serta menjamin legitimasi dalam memproduksi nilai
publik (Alford et al., 2017; Bojang, 2020).

Operational Capacity

Moore membuat pemisahan tegas antara operational capacity dan organizational capacity.
Operational capacity memberikan ruang yang besar bagi organisasi eksternal untuk terlibat
secara aktif dalam menghasilkan public goods (Cwiklicki, 2016). Dalam pemahaman model the
strategic triangle organisasi publik perlu memperhatikan strategi politik serta kapasitas organisasi
dalam melibatkan berbagai stakeholders atau kelompok kepentingan dalam menghasilkan nilai
publik (Barbara C. Crosby, 2017). Hal ini sekaligus menjadi kritik atas pola manajemen publik
tradisional yang sangat terpusat dan mengabaikan peran aktor non government dalam
memproduksi nilai publik (Bryson et al., 2017). Keterlibatan berbagai aktor memberikan ruang
bagi adanya diskusi dan negosiasi atas kepentingan nilai yang berbeda. Secara normatif model
the strategic triangle menekankan peran penting manajer publik untuk memastikan organisasi
memiliki kapasitas operasional untuk menghasilkan dan mencapai nilai publik yang diinginkan
bersama (John Alford, 2017) Namun, mendapat dukungan dari berbagai pihak saja belum
cukup. Manajer publik perlu sedapat mungkin menjamin keselarasan berbagai sumber daya
dan aktor relevan lainnya yang terlibat. Untuk itu, kapasitas operasional menjadi titik fokus
yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi berbagai organisasi dan instansi. Agar kapasitas
operasional organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisian maka, manajer publik harus
memiliki kemampuan untuk “mengelola” ke lingkungan otorisasi formal, “mengelola ke luar”
kepada para stakeholders dan kelompok kepentingan, dan “mengelola ke bawah” untuk
memastikan bahwa organisasi memiliki kapasitas operasional (sumber daya) yang mampu
mengelolah kepentingan publik (Bryson et al., 2017).

(Rekonstruksi Model the Strategic Triangle: Perspektif Tradisi Bau Lolon)
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Mengacu pada gambar diatas, penulis menemukan dan berkesimpulan terdapat beberapa
kelemahan yang mendasar dari ketiga pilar utama pada konsep the strategic triangle. Pertama
tidak sedikit dari para ahli mencemaskan operasionalisasi dari konsep ini. Menurut Benington
nilai publik sulit ditemukan karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
Hal ini bisa terjadi karena nilai publik dimulai dan berakhir pada idividu. Sementara menurut
Rhodes dan Wanna, perbincangan seputar apakah peran legislative dalam proses demokrasi
dapat diambil alih oleh birokrasi masih menjadi perdebatan. Kedua pandangan Moore tentang
menciptakan nilai public melalui mekanisme legitimasi merupakan jalan bagi penguatan basis
demokrasi yang lebih setara pada kenyataannya banyak menuai kritik. Menurut Dahl dan Soss
model ini justru memperparah proses demokrasi. Sedangkan bagi Power, Moore seakan
menutup mata jika legitimasi dan dukungan justru akan menyuburkan kekuatan teknokratis
Negara dalam menejer publik. Arogansi kepentingan para actor yang terlibat dapat
mengaburkan eksistensi nilai yang sedang diperjuangkan bersama. Ketiga meskipun membuka
kesempatan keterlibatan aktor lain dalam proses tersebut, dominasi pengambilan keputusan
tetap berada pada menejer publik.

Keempat problematika konsep the strategic triangle dapat juga dipahami dalam konsep
masyarakat warga. Menurut Hegel masyarakat warga adalah sphere of necessity yang terdiri dari
system of needs seperti keinginan, selera dan kebutuhan ekonomis. Hegel melihat kehidupan
masyarakat lebih dilandasi oleh relasi ekonomis. Untuk itu, negara dibutuhkan untuk
menjamin relasi ekonomis tidak berpotensi menimbulkan konflik pada relasi sosial. Kepastian
itu ditunjukkan negara melalui kebijakan yang pro pada kepentingan bersama (Gora, 2021).
Sejalan dengan itu menurut Gramsci masyarakat warga merupakan tempat terjadinya konflik
antar kelompok. Masyarakat umumnya terdiri dari dua kubu yang terus bertikai. Ada
kelompok yang mendominasi dan ada yang didominasi. Menurut Gramsci kelompok yang
didominasi cenderung memiliki posisi tawar yang sangat lemah dihadapan kelompok yang
mendominasi. Akibatnya agenda kebijakan cenderung dimainkan oleh aktor yang lebih kuat
(Siswati, 2017). Proses yang demikian lebih banyak menciptakan kesadaran palsu akan nilai
publik. Pada titik ini, kritik dan kekhawatiran Rodhes dan Wanna serta beberapa pemikir
lainnya bisa dipahami. Dalam bingkai kepentingan, potensi akan lahirnya nilai publik yang
bersumber dari sebuah hegemoni bisa saja terjadi. Untuk itu dibutuhkan sebuah pendekatan
lain dalam memahami persoalan ini.

Rekonstruksi konsep. pengembangan model baru dari the strategic triangle

Pada bagian ini, nilai-nilai moral yang terdapat dalam ritual bau lolon akan didiskusikan
dalam memahami problematika seputar kelemahan model the strategic triangle. Sebelum melihat
lebih jauh diskusi tersebut, beberapa penelitian tentang pengaruh kearifan lokal terhadap
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peningkatan kinerja pegawai sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Misalnya
penelitian yang dilakukan (Suripto, Torontuan, 2021) menunjukkan salah satu pemicu
permasalahan politik, ekonomi dan sosial di Aceh dan Papua ditenggarai oleh kegagalan
praktik administrasi publik modern dalam memahami kearifan lokal di kedua wilayah tersebut.
Untuk meredam konflik vertikal maupun horizontal, pemerintah mengunakan mekanisme
pendekatan kearifan lokal. Pemerintah Kota Denpasar juga berhasil meningkatkan kinerja
birokrat berkat pengadopsian nilai-nilai Sewaka dharma sebagai prinsip kewajiban dalam
memberikan pelayan publik (Ethelbert et al., 2022). Sementara temuan (Alfian, Muh, 2023)
menunjukkan implementasi kebijakan smart city di kota Makasar mudah diterima oleh
masyarakat karena menggunakan konsep sombere yang mengandung nilai kearifan lokal seperti
persahabatan, kebaikan serta rasa peduli terhadap sesama.

Berdasarkan uraian ritual bau lolon pada bagian sebelumnya, studi ini menemukan ada dua
prinsip dasar yang dapat digunakan dalam memahami kekurangan konsep the strategic triangle.
Prinsip dasar tersebut antara lain, pertama penghormatan yang sangat tinggi kepada lera wulan
tana ekan. Orang Lamaholot selalu memberikan tempat pertama bagi yang Maha Tinggi
sebelum melakukan suatu aktifitas. Selain sebagai ungkapan religiusitas, mereka percaya
bahwa penyertaan yang Maha Tinggi dapat mempermudah suatu kegiatan yang direncanakan.
Kedua sumpah yang diungkapkan lewat doa bau lolon dianggap sebagai hal yang sangat sakral
yang tidak boleh dilanggar. Karena konsekuensinya adalah kematian, nilai-nilai yang tertuang
dalam ritual ini seperti, keimanan, kejujuran, kerja sama, tangung jawab serta peduli terhadap
sesama dan alam sudah berakar kuat dalam hidup orang Lamaholot.

Baik tradisi bau lolon maupun konsep the strategic triangle memiliki kesamaan yaitu sama-
sama merupakan aktifitas menemukan kebenaran dari sesuatu yang diinginkan bersama. Ritual
bau lolon misalnya cenderung bersifat aposteriori yang mengandung arti ritual ini seringkali
dilakukan untuk menemukan kebenaran dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Praktik ini
dimaksudkan untuk menghindari peristiwa yang serupa tidak terulang diwaktu yang akan
datang. Ritual bau lolon juga dapat bersifat apriori. Artinya ritual dapat dilakukan untuk
mendapatkan keputusan yang benar sebelum sebuah kegiatan dilakukan. Keputusan yang
dimaksud didasarkan pada keinginan semua warga masyarakat. Istilah yang sering digunakan
untuk aktifitas ini adalah gelekat lewo gewayan tana yang berarti “kekuasaan berkaitan dengan
bakti terhadap kampung halaman”. Pernyataan ini memberikan penekanan pada rasa cinta dan
bakti seseorang pada kelompok sosialnya (Wawancara 15 Juni 2023). Sementara model the
strategic triangle merupakan alat bantu yang dapat digunakan para manajer sektor publik
menemukan apa yang diinginkan publik. Proses menemukan nilai tersebut dilakukan melalui
serangkaian kegiatan yang diawali dengan menemukan nilai bersama, mengarahkan berbagai
dukungan serta memastikan organisasi memiliki kapasitas dalam mengelolah nilai-nilai
tersebut.

Meskipun memiliki kesamaan dalam proses, baik ritual bau lolon dan the strategic triangle
memiliki perbedaan substansial. Sesuai deskripsi sebelumnya, ritual bau lolon selalu
mengedepankan penghormatan kepada lera-wulan tana ekan sebelum memutuskan sesuatu.
Penghormatan tersebut menunjukkan kerendahan hati manusia pada penciptanya sekaligus
juga mengandung perintah agar keputusan yang diambil dapat dipertangungjawabkan kepada
yang Maha Tinggi, sesama dan alam sekitar. Fakta adanya sakralitas ritual bau lolon yang
digambarkan dan diungkapkan dalam bentuk sumpah bertujuan agar manusia dapat
bertangungjawab atas apa yang diputuskan. Tangungjawab dalam ungkapan gelekar lewo
gewayan tana merujuk pada rasa empati dan solider pada sesama (Wawancara 15 Juni 2023).
Representasi dari ungkapan ini dapat ditemukan dalam tutur adat ini:

“nuan na’a ama ra ola ehin lali dulhi, ina bine rolo reka rolo renu, nuan na’a ama rat ula adat
ata ina bine tobo kara tika wekan-bage bokot akene kuran-akene gelaup” (saat saudara memetik
hasil kebun saudari lehih dahulu makan-minum, saat saudara menggelar pesta adat
saudari duduk menjaga bakul membagikan agar tidak berkekurangan) (Bebe, 2012).

Ungkapan syair di atas merupakan manifestasi dari nilai moral yang sangat tinggi. Orang
Lamaholot memiliki prinsip sesama adalah mereka yang harus saya perhatikan. Orang diluar
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diri adalah bagian dari diri saya yang lain. Membantu atau menolong yang lain secara tidak
langsung menolong diri sendiri. Bagi mereka hidup adalah kebersaman yang harus dijaga dan
dilestarikan. Mereka percaya jika kita bertanggung jawab pada yang lain, maka yang lain akan
menjaga, melindungi dan bertanggung jawab terhadap diri kita. Filosofi dasar ini juga menjadi
prinsip hukum yang diyakini orang Lamaholot hingga saat ini.

Dalam konteks pemerintahan, jauh sebelum adanya negara, orang Lamaholot sudah
mempunyai norma dan aturan dalam praktek pemerintahan tradisional. Hal ini dapat
ditemukan dalam tutur adat sebagai berikut:

“puken ait hama nua weli pemerenta, nimun hemo rupa nue weli parisi” (semua orang
mendapatkan tempat yang sama dalam pemerintahan, segenap warga memperoleh
kesempatan yang sama dalam mengelolah negara) (Wawancara 4 Juli 2023; Kleden,
2009).

Agar pemimpin bertindak secara adil dan manusiawi, mereka memiliki pedoman moral
bagi mereka yang memegang kekuasaan. Tradisi oral yang sering kali diucapkan untuk
menggambarkan nilai moral tersebut adalah seperti di bawah ini:

“puken moe one mata morit non gelekat dike, nimun one tibor gere blola liko blaun noon nedin”
(bila hidupmu sudah sejahtera, janganlah lupa melayani sesama, bila kedudukanmu
sudah tinggi, perhatikanlah kepentingan umum) (Wawancara 4 Juli 2023; Kleden, 2009)

Kepastian aturan dan pedoman moral di atas secara historis bersumber pada rasa
kebenaran, keadilan dan kebaikan universal. Pelanggaran terhadap hukum adat berimplikasi
pada akibat yang akan diterima bagi yang melanggar. Orang Lamaholot hingga saat ini
meyakini bahwa kekeringan, kelaparan bahkan kematian dapat terjadi karena perbuatan
melanggar sumpah yang disepakati. Dalam keyakinan ini, apa yang disepakati sebagai
keputusan bersama dalam ritual bau lolon tidak dapat dikhianati (Wawancara 24 Juni 2023).

Ulasan ini berbeda dengan prinsip serta cara kerja model the strategic triangle. Alih-alih ingin
menciptakan nilai publik, model the strategic triangle tampil dalam wajah yang paradoksial. Di
satu sisi bertujuan memproduksi nilai publik, model ini justru dicurigai lebih mengedepankan
kepentingan kelompok tertentu seperti yang dikemukakan Rhodes dan Wanna. Menurut
Levinas, keadilan publik maupun sistem politik manapun tidak dapat memenuhi prinsip-
prinsip moral sebab politik memiliki tirani dalam dirinya sendiri dan mengesampingkan relasi
etis (Tan, 2020). Untuk mengurangi problem tersebut, model the strategic triangle perlu
direkonstruksi dengan pendekatan kearifan lokal ritual bau lolon seperti terlihat pada gambar di
bawah ini:
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Gambar 2. Rekonstruksi model The Strategic Triangle

Model spiral menjadi model baru yang ditawarkan dalam tulisan ini. Tidak menolak
gagasan awal Moore, model ini tetap mengafirmasi kerja sebelumnya. Tambahan substansial
pada model baru terletak pada pengintegrasian nilai-nilai moral ritual bau lolon dalam sistem
kerja the strategic triangle. Praksisnya proses integrasi tersebut dapat dipraktekkan setelah
manajer publik memutuskan nilai apa yang diingingkan bersama. Dalam model baru ini, ritual
bau lolon dapat dilakukan setelah manajer publik melewati tiga proses sebelumnya yakni, nilai
publik, dukungan dan legitimasi serta kapasitas organisasi dalam memproduksi nilai yang
diinginkan bersama. Masuknya Ritual bau lolon dalam model baru dari the strategic triangle
bertujuan untuk memastikan jika semua keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang
disepakati. Selain untuk menjamin kepastian tersebut, ritual ini juga sekaligus mengikat semua
kelompok kepentingan dalam satu sumpah adat yang tidak boleh dilanggar. Konsekuensi dari
hal tersebut sudah menjadi bagian yang diketahui oleh semua pihak.

Sebagaimana nampak pada gambar 2 rekonstruksi model the strategic triangle memiliki cara
kerja berbeda dari model sebelumnya. Jika model sebelumnya mengedepankan sistem kerja
segitiga dengan titik tumpuh pada keselarasan proses politik, model baru lebih terfokus pada
internalisasi nilai moral dalam proses pengambilan keputusan. Seperti sudah dijelaskan pada
bagian sebelumnnya, sebagai proses politik minus pertimbangan moral, model the strategic
triangle Moore cenderung jatuh pada orientasi kepentingan. Hal ini terjadi karena titik akhir
dari model sebelumnya hanya berfokus pada proses politik. Sementara orientasi akhir model
spiral adalah nilai publik yang mengambarkan nilai moral.

Tantangan praktik model baru dari the strategic triangle beragam. Dari hasil FGD dengan
sejumlah aparatur sipil negara (ASN) orang asli Lamaholot, tim menemukan beberapa catatan.
Pertama beberapa dari mereka setuju jika ritual bau lolon digunakan sebagai cara untuk
memastikan kebenaran nilai publik dari keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kedua
sebagian dari ASN meragukan praktik ritual bau lolon dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut mereka ritual tersebut sangat sakral dan memiliki konsekuensi kematian. Karena itu,
mereka menyarankan praktek ritual tersebut jangan dilakukan. Ketiga, praktek ritual tersebut
sulit dilakukan sebab saat ini ASN di kabupaten Flores Timur tidak saja didominasi oleh orang
Lamaholot, melainkan sudah banyak ASN yang berasal dari luar suku Lamaholot
(Wawancara 30 Juni 2023).
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Kesimpulan

Kebudayaan selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Orang Lamaholot selalu
meyakini jika hidup mereka memiliki struktur hierarki yang hanya bisa dijelaskan dalam relasi
dengan Lera Wulan-Tana Ekan. Dalam pemaknaan akan relasi tersebut, orang Lamaholot selalu
berpedoman pada norma hidup yang harus terus ditaati dan dilestarikan. Salah satunya adalah
praktik ritual bau lolon yang masih diyakini memiliki kekuatan supranatural yang mampu
melampaui alam sadar manusia serta memiliki pedoman moral bagi mereka. Praktik ritual
tersebut masih dipertahankan hingga saat ini.

Berdasarkan hasil temuan dan diskusi, artikel ini berkesimpulan terdapat beberapa
keuntungan mengunakan model baru ini. Pertama, internalisasi ritual bau lolon dapat
membantu manajer publik mengetahui kondisi saat ini tentang nilai apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat, kemampuan organisasi dan stakeholders dalam menciptakan nilai publik. Kedua,
mendukung penguatan proses demokrasi yang berkeadilan. Ketiga, memenuhi aspirasi kolektif
warga negara melalui proses politik. Keempat, praktik ritual bau lolon dalam proses
pengambilan keputusan dapat memastikan kepentingan publik tidak mudah raib karena
kepentingan kelompok. Kelima, memastikan pemerintah dapat menggunakan sumber daya
publik dalam menghasilkan nilai publik secara bertanggung jawab.
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